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BUPATI KARANGANYAR

PCRA TURAN BUPATI KARANGANYAR

- NOMOR 73 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAK&ANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

. Menimbang

X Mengi‘ngat ~

KARANGANYAR NOMOR 9 TAHUN 2010
- TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATl KARANGANYAR,

: -.bahwa dengan telah dlberlakukannya Peraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang-

' Pajak Air Tanah, agar dalam pelaksanaannya dapat lebih
- berdaya guna dan berhasil guna maka perlu diatur
' petunjuk Pelaksanaannya;

. bahwa untuk maksud tersebut perlu dlatur dan dltetapkan
, dengan Peraturan Bupati.

. Undan'g-l‘Jndang Nomor 13 Tahun 195?) tentang
Pembentukan = Daerah-daerah Kabupaten dalam
ngkungan Provinsi Jawa Tengabh; .

. Undang-Undang-Nomior 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata ‘Cara Perpajakan (Lembaran Negara-
. Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
~ Lembaran Negara. Republik lndon'e.sia Nomor 3262),
sébagaim‘ana 'téléh diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 28 - Tahun 2007 tentang

Pnrubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang .K_etentuan Umum -dan Tata Cara



' Perpajakan (Lembaran Negara Repubhk indones1a Tahun
2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Neqara Republtk
;' . lndonesna Nomor: 4740)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
- Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara
V‘Repubhk lndonesm Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
" Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3684) .
Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 1997 tentang
* Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (Lembaran Negara
'l Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
’-Lembaran Negara Republik Indonesw Nomor 3686)
sebaga|mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
‘_ Undang Undang ' Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan, Kedua atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagih Pajak dengan Surat Paksa
. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
'. Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
" Indonesia Nomor 3987); -
. Updang-Undan’Q Nomor 14 Taljun- 2002 tentanQ -
o Péﬁgadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
_Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan" Lembaran Negara
. Republik Indonesia Nomor 41 89); |
Undang Undang Nomor 7 Tahun. 2004 tentang Sumber
' Daya Air (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
‘. 2004° Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubhk |

" Indonesia Nomor 4377) o |
Undang-Undang Nomor 10 T-ah"un 2004 tentang
: -.Pernbe,ntukan Peraturan Perundang-undangan

_.{Lembaran Negara Republik lndd:nesia‘ Tahun 2004
:'_Nomor 83, " Tambahan Lembaran Negara Repubhk
- Indonesia Nomor 4389); .

Undang-Undang Nomor 32 Téh:un 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran: Negara Republik
‘ Indonesua Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
) 'Negara Republik Indonesna Nomor: 4437) sebaganmana



x'§.

. Menetapkan

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
',.'Undang Nomor 12 Tahun' 2008 ‘te‘ntang Perubahan =

'Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tertang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
- Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

10.

11,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun .20.09 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republilc Indonesia Nomor 5{549)3 :

P?eratﬁran Pemerintah. Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara | Pemerintah,
Pemenntahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

: Kabupateanota (Lembaran Negara Republlk lndones:a
“Tahun 2007 -Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indoriesia Nomor 4737); .
Pératuran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah (Lembaran .Negara Republlk Indonesia Tahun

*+ 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik

: |ndoneSIa Normior 4859)

12.

F,‘e_ratqran Daerali Kabupaten Karanganyar Nomor 7

*. Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

1

Kewenangan Daerah "(Lembaran Daerah Kabupaten.
Karanganyar Tahun 2008 Nomor Ny

Peraturan Daefah™ Kabupaten Karanganyar\ Nomor 9

" Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN  BUPATI . TENTANG * PETUNJUK
"_-PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

: KARANGANYAR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG
| PAJAK AIR TANAH.



i

Pasal 1

G '~Petun;ul< Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9

' Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, sebagaimana tersebut dalam Lamplran
| Peraturan Bupati ini.

o - Pasal2 , o
Format, bentuk dan isi Form Administrasi Pajék Air Tanah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

- Pasal3
'Peu aturan Bupat| ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
'Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan

- Peraturan Bupati ini dengan. penempatannya dalam Berita Daerah
i Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Kéranganyar

‘pada tanggal=48. Desuber LO\O
. VP4 ]: N

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal |

. f!-}_}l,,.“w tamaTAEdya
NIP.19540809 197903 1 003

'BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 200 NOMOR 73 |



LAMPIRAN |
©’ PERATURAN BUPAT! KARANGANYAR ~
U NOMOR ' 1 3%
S TANGGAL. : @e."w“ aovo

' PETUNJUK  PELAKSANAAN PERATURAN . DAERAH ~ KABUPATEN
KARANGANYAR " NOMOR. 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

A KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan ini yang dlmaksud dengan i
1. Daerah adalah i\abupaten Karanganyar - ‘
2. Pemenntdh Daerah adalah Bupatl dan perangkat daerah sebagal
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
3. Bupati adalah Bupatl Karanganyar.

4. Pajak Daerah yang selanjutnya’ disebut Pajak, adalah kontribusi Wajlb
kepada Daerah, .yang terutang oleh orang pnbadl atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang. dengan tidak
mendapatkan - lmbalan secara’ langsung dan digunakan untuk
_keperluan daeiah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Badan adalah ‘Sekumpulan orang dan/atau moda| yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang mehputl perseroan . terbatas, pefseroan komandlter
perseroan lainva, Badan Usaha Milk Negara (BUMN) atau Badan

o Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,

i’ firma, kongsi, koperasn dara. pensnun persekutuan perkumpulan

_yayasan, crganisasi massa, orgamsasn sosial politik, atau orgamsaSI

“lainya, lembaga dan bentuk badan lainnya terma>uk kontrak investasi
_kolektif dan bentuk usaha tetap.

0. Pejaba’t yang dltumuk yang selanjutnya disebut ' Pejabat adalah

" pejabat yang karPna tugasnya dlberl kewenangan untuk menetapkan
memungut dan menerima pajak.
" Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ‘Da'erah yang-
selanjutnya dtsebut DPPKAD adalah DmasPendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).'

8 Kas Daerah adalah Kas Pemermtah Kabupaten Kdranganyar



[

9. Pajak Air Tanah yang. selanjutnya diaebut .den'gan Pajak adalah
'kontribnsi‘ 'wajib' -kepada = daerah atas pengamﬁilan .dan/atag'.:
pemanfaatan air lanah . | B :

10 Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dl
‘bawah permukaan tanah. . .

11. Subjek Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah

. Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Air Tanah .
12.Wajib Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah
Orang Pribadi ahu Badan mellputl pembayar pajak, pemotong pajak,
yang mempunyan hak Gan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan
_ketentuan’ peratu.ran perundang-undangan perpajakan daerah.
13: Tahun Pajak adal’ah .jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun ‘

- kalerder, kecuali bila wajib paiak menggunakan tahun buku yang tldak
~sama dengan tahun kalender

. 14, Pajak yang terutang ‘adalah Pajak yang harus dlbayar pada suatu saat,

dalam masa Palak .dalam’ Tahun Pa]ak atau Baglan Tahun pajak

sesuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan -
daerah ’

15: Pemungutan adalah  suaty - rangkaian kegiatan .mulai dari.

'penghimpunan data Objek dan Subjek “pajak, penentuan besarnya
.'pajak yang'terutang sampai kegiatan p'enagihan ~paja'k kepada Wajib
_Pajak serta pengawasan penyetorannya , , :
16.Kartu Catatan Penggunaan ‘Air Tanah - yang selanjutnya disingkat .
‘KCPAT adalah kartu. yang dlgunakan untuk mencatat jumlah

penggunaan air tanah’ setiap bulan, yang d|lakukan .oleh DPPKAD
dengan dlketahua oleh wa;lb pajak

. '17 Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya dlsmgkat SSPD, adalah |

bukta pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan’ dengan
menggunakan formulir atau telah dllakukan dengan cara lain. ke Kas
Daerah 'ne'alw tempat pembayaran yang ditunjuk c,leh Bupatl

18! Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah Surat Keketapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang. ‘

"19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya d|smgkat:

SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan Jumlah



"Akplebiha.n'rhaémbiayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar

. dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tldak terutang.

20. Surat Tagihan Pajak Daerah. -yang selanjutnya drssngkat STPD adalah

* surat untuk melakukan tag:han pajak dan/atau: sanksr admlmstratlf
berupd bunga dan/atau denda.

21.

Surat Keputusan Pembetulan yang ‘selanjutnya drsrngkat SKP adalah

. Surat Keputusan, yang membetulkan kesalahan tu‘l,rs, kesalahan hitung

-dan/atau kekeliruan dalam 'pénerapan ketentu‘ah tertentu dalam

.peraturan p°rundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat

dalam Surat Pembentahuan Pa|ak Terutang, Sur.at Ketetapan Pajak

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Surat Ketetapan
_ Pa]ak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah

. Nlhll Surat }\etetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, burat Tagnhan Pajak

'Daérah Surat .Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan

Keberatan

22.Surat Keputusan Kﬂberatan yang selanjutnya d’lsmgkat SKK adalah

-_Surat Keputusan Atas Kebel atan terhadap Surat F’embentahuan Pajak
Terutang’ Surat: Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat’ Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

‘Tambahan; Surat Ketetapan Pajak Daerah Nikil,- Surat Ketetapan
.Pajak Daerah -l.2bih Bayar

atau terhadap pemotongan atau
- pemungutan aleh plhak ketiga yang dlajukan oleh Wiajib Pajak. -

23. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradllan Pajak atas- bandung'

.terha_dap Surat Kep.utu an Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

24.Pembukuan adalah suatu proses pentatatan yang dilakukan secara

".teratu"r unruk m_engunj,pulkan 'data dan inforrﬁasr keuangan meliputi

“harta, kewajipan, modal, penghasilan. dan biaya, serta jumlah harga

. perolehan dan- penyerahan barang a'tau jasa yang ditutup dengan

‘menyusun Iaporan keuangan berupa neraca dan Iaporan laba rugl

pada setrap Tahun Pajak tersebut.

25. Pemenksaan adalah serangkaran keglatan menghrmpun dan mengolah

data keterangan, dan/atau bukti yang. dilaksanakan secara Objektif

‘dan profesronal ‘berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguii |

: kepatuh‘an Perneuuhan kewajiban "p'erpajékan‘daerah dan/atau untuk



'tujt'xan lain dalam rangké melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpa]akan

© 26.Surat Pakaa adalah Surat permtah membayar utang pajak dan biaya
penaguhan pa]ak

B PELAKSANA l"AJAK

' Pelaksanaan Peraturan Daerah’ Kabupaten Karanganyar Nomor 9
Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah diserahkan dan menjadi tanggung
jawab }\epala DPPKAD dibantu cleh Tim Teknis terkait.

3 ', ' Tugas kewauban dan wewenang Kepala DPPKAD dengan dlbantu
~T|m Teknls terkalt adalah :

' -menghntung Nllal Perolehan A|r

menghitung Harga Dasar A¥F; |

" menghitung Harga Air Baku;

.menetapkan Besarnya Faktor Anr

K melaksanakan pendataan Iapangan objek pa]ak
-'melaksanakan administrasi dan pendaftarén Pa;ak
menetapkan besarnya Pajak

o ~N O .0 32*’-!"7"

.'memungut menagih dan menerima pembayaran Pajak sesuai dengan
peraturan perund?ng-undangan yang berlaku;

..,"'nenenma atau menolak permohonan pengurangan keringanan dan

jpembebasan Pa;ak - ',{

) 10. membenkan Keputusan terhacap keberatan Pajak atas permohonan
Wapb Pajak;.

11; membenkan Keputusan terhadap permohonan pengembahan kelebihan
pembayarar- Pajak: ’ . '

12. melaksanakan ppmbetulan pembatalan pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksn admlmstrasn Pajak;

13. melaksanal an pemenksaan pembukuan atau penoatatan

1 4 menyetorkan penenmaan Pajak ke Kas Daerah Kabupaten Karanganyar

15. menyampaikan Iaporan pe|aksanaan tugas sebagalmana dimaksud pada |
angka 1 sarnpal dnngan 14 setiap bulan kepada Bupat|



C TATA CARA PENOHITUNGAN PAJAK

. Tarif pajak pengambllan Alr Tanah dltetapkan sebesar 20% (dua

puluh persen) dan besarnya pokok pajak dlhltung dari tarif pajak’

dikalikan dengan Nilai Perolehan Air (NPA), dmyatakan dengan rumus

:Pokok Pajak AT =20% x NPA

. Nilai Perolehan Alr (NPA) besarnya sama dengan volume air yang

diambil (V). dtkalikan Harga Dasar Air (HDA) dlnyagakan dengan rumus
NPA=Vx HDA ' ‘

. HDA dihitung dari perkahan Hanga Anr Baku (HAB) dengan Faktor Nilai
Air (FNA), dinyatakan dengan ruinus : HDA = HAB'x FNA
. Faktor Nilai  Air Tanah - (FNA), besarnya _'c:litentukan dengan
" pertimbangan:’ ' |

a. Komponen Sqmber daya Alam ‘(KSA) dengan bobot 60% (enam

puluh prosen) ditentukan oleh :
1) Jenis sumhef Air Tanah;

2) Lokasisumber Air Tariah;

3) Kualitas Air Tanah.

Ketiga faktor tersebut secara kuantitatif diukur ‘dari parameter

indeks konservasn dengan bobot 3 (tiga) dan rasio penggunaan Air

Tanah terhadap sumber a|r alternatlf terutama dari PDAM dengan
bobot 2'(dua).

b. Komponen Kompensasn (KK) dengan bobot 40% (empat puluh'

prosen) terdiri dari:

1) Komponen Kompensasi Pemullhan dikenakan bagi.semua jenis
.pengambdan Air Tanah berdasarkan besarnya volume
pengambnlan Air Tanah dalam -satu bulan. Semakm besar
volume pengambilan Air Tanah akan semakin besar pula resiko
kerusaka.nnya oleh _Fgarena itu t.)esarnya kompensasi jumlah

' pengambiian Air Tanah .ditentukan secara progresif sébagai

' beriku '

a). sid-100,m>

" b). 101 s/d 500 m®
c)..501 s/d 1.000 m* -

'~ d). 1001 s/d 2.500 m®.

e). 2.501 s/d 5000 m® * |
.|



f). Leblh dari 5000m
2) Komponen Kompensa31 Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah
dlkelompokkan menjadi 5 (lima) kelas yaitu;
. ' a). Kelas 1, peruntukan Sosial/non niaga meliputi : asrama,
lémbaga pendidikan Swasta terrmnal bus, pasar Real
" Estate dan kelompok usaha lain yang sejems
b). Kelas Il, peruntukan Nlaga Kecil meliputi : warung/rumah
makan," kantor swasta rumah  sakit swasta, poliklinik,
laboratorium, pengmananlmes/apartemen mght club, bar,
pg-zntl, pijat, salon,’ lserwce station, bengkel, warung air,

'vﬁgralaba, kolam , fenang, tempat, hiburan, usaha’

'p'e'_r@an'iénlpeternakan/kehutanan pergUdangan" perikanan,
tambak Iapangan golf pasar tradus:onal dan kelompok
usaha lain yang sejems

c). Kelas lil; peruntukan Niaga Besar mehputl hotel berbintang,

. motel, " restoran, jalan tol, mall/pasaraya pelabuhan
' angkutan kereta apl dan kelompok- usaha lain yang sejenis;
d). Kelas 1V, peruntukan lndustn Kecil dan Menengah meliputi :

Industn rumah tangga,- pabrik’ es, karosen perakitan, |

pengepakan percetakan ‘pengecoran Iogam -furniture dan
kelompok usaharlain yang sejenis; . j

‘e).'Ke!as W, peruntukan Industn Besar mellputl industri tekstil,
pnntlng pengolahari, garmen makanan mmuman air dalam

'kemasan, rokok, kertas, peleburan besn keramik, cat,

: ko'orf\etik dan keIompok usaha lain yang' sejenis;
. Untuk menentukan pengguna Air Tanah dalam kelas didasarkan

dari klasxflkaSl jenis usaha yang tertulis pada dokumen perijinan

usaha yang berlaku. .
5 Harga Alr .Baku (HAB) dlhltung dan Nilai Investa3| (NI) untuk

mendapatk‘m Air Tanah dlbag| dengan kapasitas volume produksmya'

. (Vk) atau dmyatakan dengan rumus

NI
HAB = —
i

i

Hérga Air Baku (HAB) merupakén rata-rata dari biaya eksploitasi dan
'@perasiona’l dan peraWatan dari suatu titik pengambilah Air Tanah baik

ST
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dengan sumur dalam (bor) sumur dangkal (gahlpasak) dan mata air
| (penurapan) ‘_ ' : . :

Nilai harga a|r baku ditentukan oleh besarnya biaya :investasi .

pengambllan Air .Tanah dlbagl dengan kapasatas produksi itk -

,pengambllan Air, Tanah untuk .jangka waktu umur tekms produksu titik

pengambllan Air Tanah yang dlhltung dari : :

,a_-. .blaya pembuatan baik untuk sumur bor sumur galllpasak maupun,

o bangunan penurapan dari perpipaan mata air; .

b.'-blaya operasmnal dan perawatan selama pengambilan Air.T anah‘

: '_dllakukan dengan asumsi umur teknis produktif (Ilfe time) rata-rata

~untuk sumur dalam (bor) 10 tahun, sumur dangkal (gah/pasak) 3
| tahun dan mata air (penurapan) 7 tahun. :

. Harga Dasar Alr ‘fanah (HDA) diterapkan berdasarkan wulayah dan

kelas peruntukan sebagalmana dimaksud angka 4 Peraturan Bupatl ;

ini,yang selamutnya dltetapkan dengan Keputusan Bupatn

. Besarnya pongambulan A|r Tdnah diukur dengan menggunakan

meteran a1r “sesuai ketentuan yang berlaku, dihitung. ‘dari selisih

pembacaan metetan air bulan yang Ialu dengan pembacaan meteran
' pada bulan yang- berjalanlsaat dicatat. - . _
.. Apabila meteran air rusak. dan, atau- tidak berfungsi sebagaimana
't';:f\éstinya atal'tu betum terpasang 'meteran air, perhitungan..‘ volume Airv
Ténah ditentukén dari penghitungan di lapangan dengaﬁ melibatkan' '
mstanSI teknis terkait. - - '
. Untuk penghltungan volume pemakaian air tanah tanpa\ meteran
~ dilakukan dengan ketentuan sebagat benkut
_ a. Penghitungan berdasarkan daya pompa '
1) Pompa Air Kekuatan 1 PK .
untuk pemakaman 12 jam I hari
= 100 It/menit = 6000 It/ | Jam 72000 12 jam = 2160000 It/bu|an
= 2160 'm*/ bulan,

Untuk. pemakalan 24 jam/ hari

. =100 lfl menit = 6000 |t/ jam = 144000/ 24 1am -4320000 It/

. "bulan = 4320 m*.bulan’ .

© 2) Pompa kekuatan 2 PK ;o
Untuk pe.im'g:k_a.ianj 12 jam / riari '



. = 200 W, menlt =12 000 It jam = 144000 I/ 12 jam = 4320000 It/
bulan = 4320 m¥ bulan : i
Untuk pemakalan 24 jam/ hari _
= 200 It/ menit = 12000 Itl jam = 288000 lt40000/ bulan = 8640
m®/ bulan
3 Pompa kekuatan'3 PK-
-+ Untuk pemakalan 12 jam/ hari

= 300 It/. menit =18000 lt/ jam = 216000 lt/ 12 jam 6480 m /}
bulan - . . k '

i

Untuk pemakalan 24 jam / hari : .

bulan A

o b. Penghltungan berdasarkan plpa '

" 1) Pipa 1 Inchi = 1080'm?% bulan ‘ ‘

“t © 2) PipaZinchi=2160 m¥ bilan

"« 3 Pipa3inchi=3240m¥bulan - { ¢

' 4) ‘Pipa 4 inchi =4320 m¥/ bulan
I g .10. Kerusakan ,meterap ;atau- " belum tei:pasangi)ya meteran air
i sebagalmana dirnaksud angka- 8 apabila sételah ‘%: (tiga) bulan belum
dllakukan perbalkan atau penqgantlan atau pemasangan pajak pada

" bulan benkutnya dltetapkan sebagalmana dlmal sud angka -8 dan
dlkenakan sanksn sesuai peraturan yang berlaku

i

'11 Bupat| dapat menetapkan HDA tidak berdasarkan tata cara

penghltungan diatas apabila:

b 2. Hasil penghltungan dlrasa melebihi kemampuan wajar masyarakat;
- b. Kondisi masyarakat tidak -memungkinkan untuk’ d|terapkannya HDA
- sebagaimana dimaksud dlataa mis alnya

- masa transisi perpmdahan kewenangan provunsu ke Kabupaten -
T - Krisis ekonoml dan lain sebagalnya

- D. MASA PAJAK -

| Maé_é bajak ditetapkan 1 (satu) bu)ah.'

e e e = =
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= 360 Itl menlt 18000 It/ | jam 432000 I/ 24 jam = 12960 m*/




E PENETAPAN PAJAK

1.

F TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

‘1»._ ;Pajak terutang harus sudah dllunaSI selambat-lambatnya pada tanggal

U REN-VEE I ~

:.r-c.ﬁ-'-*"f

Setiap Wa;nb Pajak/Kuasanya ‘wajib menandatangam KCPAT setelah
petugas DPPKAD mencatat penggunaan alr tanah dengan jelas, benar,
dan lengkap;, dalam Daftar lnduk Wajib. Pajak berdasarkan Nomor Urut
yanq dlgunakan sebagau Nomor Pokok Wajlb Pajak Dacrah atau

' dlsmgkat dengan NPWPD.

KCPAT sebagaimana dimalsud pada angka 1 disampaikan petugas
DPPKAD kepada- Kepala DPPKAD selambat—lambatnya 15 (lima belas)

" hari kerja seielah berakh:rnya masa pajak.

. KCPAT sebugalmana dlmaksud pada angka 1 sekurang-kurangnya

memuat

Nama KGPA’

.,Nam.a___.W?J_lb Pajak dan atad‘K%.xasénya;

Alamat Wajib Pajak;

. Jenis USaha;.‘ | |

Jenis Peruntukan Air Tanéh; '

Lokasi'Air'Ta,nah; |

Jumlah Pemakaian Air Tanah

Bulan Pemakaian Air Tanah

Berdasarkan KCPAT sebagaumana angka 1 Kepala DPPKAD atas

nama Bupatl menetapkan Pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD
atau dokumen lain yang dlpersamakan

~

.15 (lima belas) bulan berlkutnya dari masa Pajak yang terutang.

‘_'SKPD STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Bandmg'

‘yang menyebaokan jurnlah. Pajak yang harus dubayar bertambah, harus

dilunasi dalam jangka waktu pallng Iama 1 (satu) bulan sejak tanggal
_diterbitkan.’

Pajak yang. terutang dlbayar d| Tempat Pembayaran Pajak dengan

'SSPD.

. .Tempat pembayaran Pajak sebagalmana d:maks‘.ud angka 3 dapat

dilakukan melalw Bendahara Penenmaan DPPKAD atau dapat bekerja



[N

o
]

‘sama dengan Bank yang dltunjuk yang dltuangkan dalam perjanjian
'kerjasama ' '

o

. 5 'Perjanjlan kerjasama sebagatmana dlmaksud anqka 4 dllaksanakan

_oleh Kepala' DPP}\AD

. .8. ‘Bendahara Penerimaan DPPKAD memlndahbukukan ke Kas Daerah

dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam
7. 'Bendahara Penerimaan DPPKAD apabna terlambat dalam

.memundahbukuk'm dikenakan sanksi sesUal denqan ketentuan yang
berlaku. '

G SISTEM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Sistem dan Tata Cara Pemungutan Pajak mencakup seluruh

,i rangkaian  proses - vang harus dllakukan dalam menerima,

menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Pajak
Untuk melaksanakan sistem dan tata cara pemunqutan Pajak,

Saxuan Kerja - Pengelola Keuangan Daerah .(DPPKAD)_ harus

\ mempersnapkan fungsi yang dibutuhkan, mehpu’u

"1, fungsi pelayanan bertugas melakukan mt:eran(si dengan wajib pajak

dalam tahapan-tahapan pemun'gutah- Pajak seperti dalam proses
. penelitian SSPD dan proses pengurangan Pajak

2. fungs: data dan mformasu bertugas untuk mengelola database terkalt

' objek pajak.

3. fung3| pembukuan dan pelaporan oertugas ;untuk menylapkan Laporan

Realisasi Penerimaan Pajak bPrdasarkan data dan laporan dari pihak-
p:hak lain yang ditunjuk. ‘

4. fungsn penagihan.

a. Pendaftaran Objek Pajak

Pendaftaran .Objek Pajak merupakan proses ‘pengajuan
pémbuatan ‘NPWPD sebagai dokumen legal penerimaan oojek Pajak
yang dilakukan bleh Wajib Paj‘ak kepada DPPKAD dengan cara
memenksa kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait Objek Pajak.
Langkah Iangkah Téknis

1 Wajlb Pajak (selaku pemlhk ob;ek Pajak) menynapkan dokumen
pendukung terkalt objek Pajak



2. Dokur'nen'sebagaimana dimaksud angké 1 melrupakan pehdukung
~ yang meryatakan banhwa \Najlb Pajak: sebagal pemlhk objek Pajak. "
3. Dokumen sebagalmana dimaksud angka 2 dapat berupa surat
perijinar. yang terkait objek Pajak dan Ia;nnya.
A, Wajib_Péjak kéhudién, mengajukan permohonan pengurusan objek
" Pajak kepada DPPKAD. o '

. n--

DFPKAD  sebagaimana dimaksud angka 4 menerima permohonan
pengurusan 'NPWPD dan dokumen. pendukung objek Pajak dari
Wallb Palak, dan selanjutnya DPPKAD memerlksa kelengkapan
.dokumen pendukung yang diterima. '

- e -

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak
terpenuhi, maka DPPKAD. menghltung penggunaan Air Tanah
berdasarkan KCPAT yanq telah dltandatangant oleh Wajib Pajak
atau kuasanya. ' .

7. setelah dlperoleh data penqgunaan Air Tanah DPPKAD menghitung
~ nilai Pa;aa dengan SKPD. . .
' 8. 4berdasarkan SKPD tersebut .diatas Wapb Pa|ak atau kuasanya '
o membayar kewajlbannya dengan SSPD

Q 'SSPD terdm atae. 4 (empat) lembar, dengan perincian sebagai
berikut : ‘

a. Lembardi: Untuk Waiib Pajak..
b. l-.em'@arZ:- Untuk Fungsi Peléyanan _{sebagai lampiran
.~ permohonan penelitiép SSPD. |

Ce Lem.Bar.fS . Untuk Bank vyadg Ditinjuk/ Bendahara

-, Penerimaan sebagai"afrsip. ;A |
d. Lembar4: Untuk Bank yaﬁé Ditinjuk/  Bendahara
Penex‘imé‘an sébagéii laporan kepada Fungsi

~ Pembukuan/Pelapcran "

" b. Pembayaran

Pembayaran Pajak oleh wajib - pa;ak merupakan proses'
pembaya.an -yang dilakukan Wajlb Pajak: atas objek Pajak terutang
. melalui. Bank yang Dttunjukl Beridahara Penenma ;



Wajlb Pa;ak dapat memilih untuk melakukan pembayaran

dengan melakukan penyetoran ke rekenlng kas daerah melalui Bank

yang Ditunjuk atau secara tunai melalui Bendahara I?enerlma
Pihak Terkait

1.

Wajib Pajak merupakan plhak yang memlhkl kewapban membayar
Pa]ak terutano atas objek Fajak. .
DPPKAD merupaKa'l pihak yang menylapkan SSPD sebagal dasar .
bagi Wajib Pajak dalam membayar Pa;ak terulang dan membantu
melakukan perhttungannya ,
Bank yang D|tunjuk/ Bendahara Penerima, merupakan pihak yang
menenma pembayaran Pajak terutang dan Waijib Pajak.
Bank yang Ditunjukl Bendahara Penenma sebagalmana‘ dimaksud
angka 3 berwenang untulc:
a. _menenma permbayaran Pajak terutc.ng dari Wajib Pajak;

. memeriksa ke|engkapan pengisian SSPD;’

b
c. mengembahkan SSPD yang pengmannya tidak lengkapl kurang,
d. menandatanganl SSPD yang telah Iengkap peng|S|annya dan
e. mengarsnp 'SSPD Iembar 3

-Lanqkah Ianqkah tekms -

1

)

SOV

. berdasarkan Tata Cara sebelumnya Wapb Pajak akan menerima
SSPD yang telah diisi. B

SSFD sebagalmana dimaksud angka 1 . meruoakan surat yang oleh

Wajib Pajak dlgunakan untuk melakukan pembayaran atau

penyetoran paj.ak yang -teriitang }ge Kas Daerah atau tempat lain

.~ yang ditetapkan oleh Bupati. , ,
- Waijib Pajak menyerahkan SSPD kepada Bank yang Ditunjuk/

Bendahara Penenma

. Pada qaat yang bersamaan, ‘Wajib Pajak sebagalmana dimaksud

~angka 4, membayarkan Pa]ak terutang melalm Bank yang Dltunjuk/

Bendahara Penenma

Bank yang Dltun;uk/ Bendahara Penenma menerima’ SSPD dan
uang pemb'lyaran Pajak terutang dari. Wapb Pajak.

. ‘Bank yang Dl.unjuk/Bendahara Penenrpa sebagaimana dimaksud

angka 6, memeriksa kelengkapan pengi.éian SSPD dan kesesuaian



+* besaran nilai  Pajak terutang dehgan uang pembayaran yang’

dltenma dari VVajlb Pajak.

. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerima menandatanganl SSPD,

: selanjutnya lembar ke 1 diserahkan l\epada Wapb Pajak, lembar ke

2 dan ke 4 diserahkan kepada DPPKAD, lembar ke 3 ,untuk arsip
" Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penenma

Waijib Pajak menerima SSPD Iembar ke 1, dari Bank yang Dltunjuk/

" Bendahara Penerima.

. Peneh‘lan SSPD

Penelman SSPD merupakan. proses venf kasi kelengkapan

dokumen dan. kebenaran data terkaijt objek pajak yang tercantum dalam

SSPD yang dilakukan, oleh Fungsi Pelayanan di' DPPKAD setelah
Wajub Pajak melakukan pembayaran Pajak’ terutang dengan
menggunaka'\ SSPD melalui Bank yang dltunjuk/ Bendahara Penerima. .

Plhak Terkalt

'l

N

. Fungsi Pelayanan memeriksa kebenaran mformas: terkait objek -

pajak yang tercantum dalam SSPD

Fungsi Pelayanan sebaga|mana dlmaksud angka 1, berwenang dan
bertugas untuk

- a. meminta -data. terkait objek pajak kepadc Fungsu Data dan

Infonnasu

b. memenksa kelengkapan dokumen 'dan keBenaran data terkait
objek pajak yang tercantum dalam SSPD dan

Fungsi Data dan InformaSI di DPPKAD; menylmpan database objek

pajak Pajak : .

Fungsi data’ dan informasi sebagalmana dlmaksud angka 3,

menyediakan data terkait ob)ek pajak kepada Fungsl Pelayanan.

Fungsn Data dan Informasu sebaganmana dlmaksud rangka 4

.berwenang dan bertugas untuk:

a. mengelola database ob]ek Pajak; dan

b menyedlaken data cbjek pajak atas permmtaan dari Fungsi
Pelayanan i



Lanqkah Ianqkah tekms

"1.

Wajib Pajak sefakl pemlllk objek P:;jak mcnyuapkan dokumen .
pendukung yang dibutuhkan urituk penehtlan SSPD Dokumen
pendukung terdm atas: :

a. SSPD dxsertal Bukti Penerimaan Daerah (BPD)

b. Fotokopi- identitas Wajib- Pajak (dapat berupa Kartu Tanda
‘Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/ P:aif,spor);

Surat Kusisa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
" Fotokopi identita's Kuasa Wajib Pa]ak (dalam hal dlkuasakan)
Fotokopt Kartu NPWPD;

- 0o a O

Surat Ketarangaﬂ dari Kepala Desa/Lurah yang dlketahm oleh
Camat, dllmana objek Paj‘ak tersebut terletak,
g.. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan.

. Fungsi Pelayanan di DPPKAD menefima Formulir Permohonan

Penelitian S3”D (lembar 2), dan dokurhe.n pendukung;' lainnya dari
Waijib Pajak. :

Fungsi Pelayé’n‘an di- DPPKAD sebagaimana dimaksud angka 2,
selanjutnya mengajukan permlntaan .data terkait objek pa;ak

berdasarkan Formullr Permohonan Penelltlan SSPD yang dlterlma

. Pengajuan permmtaan data sebagalmana dimaksud angka 3

dilakukan dengan mengisi dan menyampaukan Formulir Pengajuan

" Data 1 l\epada Fungsi Pengolahan Data .dan Informasi.

: Fungsn Pengolahan Data dan InformaS| di DPPKAO menerima

. Formulir Pengajuan Data 1 dan Fungsn Pelayanan di DFPKAD.

. Fungsi Pengolahan Data dan lnfprmaSI di DPPKAD eebagalmana

~ dimaksud angka 5 menank data yang dlbutuhkan dari sistem

database ob]ek pajak; ‘dan %elanjutnya Fungsi Pengolahan Data dan

Infonnasn mencantumkan mfmmasn objek pajak pada Formaulir
Penga]u«m Data 2.

. FunQS| Pengolahan Data dan lnforma$i di DPPKAD menyerahkan ‘

- kembali data Formullr Pengajuan Data 2 kepada Funge.l Pelayanan
di DPPKAD.

. Fun931 Pelayanan di DPPKAD menerlma Formuhr Pengajuan Data 2

yang telah dusn data objek pajak dafi Fungsu Pengolahan Data dan
Informasi; dan selanjutnya Fungsu Pelayqnan di DPPKAD



memeriksa‘ kebenaran dai‘a'. yang té?réantum-‘dalam ‘'SSPD- dan
dokumen pendukung SSPD berdabarkan data objek pajak dari
L Fungsx Pengolahan Data dan Informasi. * '
9. Daiam kondnsn tertentu, DPPKAD berhak me\akukan penelitian
lapangan’ untuk mengecek kebenaran data secara riil.
10 Mekanisme dan tata cara, penelltlan lapangan sebagaimana
" dimaksud arigke 9 diatur Ieblh.lan]ut oleh. Kepala DPPKAD.
11.setelah Qemua kebenaran‘info'rmasi objek pajak dalam SSPD dan
| , kelenéka’p-an dokumen pendukung - terpené.ihi ‘maka Fungsi

Pelayanan melakukan penghltungan kembah sesuai dengan
" ketentuan yang berlaku. :

. Pelaporan Pajak

Pelaporan Pajdk merupakan proses 'yang dllakukan oleh Bank .
_yang d|tunjukl Bendahara Penerima dalam: melaporkan penerrmaan
pembayaran. Pajak dari Wajlb Pajak rnehputl proses pelaporan yang
‘dllakukan DPPKAD atas seﬂap NPWPD ‘dan mellbatkan Bank yang
idltun]uk atas' penerimaan pembayaran Pajak dau Wajib Pajak yang
melalui mekanlsme penyetoran ke rekenmg penerlmaan Kas Daerah.

Plhak Terka\t

1 Bank yang dltunjuk merupakan plhak yang menenma pembayaran -

Pajak dari Wajlb Pajak melaluu mekamsme penyetoran ke rekemng
penerimaan kas daerah. '

~

.2. Bank sebaganmana dlmaksud argka 1. berwenang dan bertugas
- untuk:
. a. menefima pembayaran Pajak dari Wajlb Pajak

;' . b. menerbitkan dan menyampalkan Nota Kredit kepada Bendahara

Penerirna atas setiap pembayaran Pajak melalun rekening
penerimaan kas daerah; dan ‘

C. menylapkon Reglster SSPD
3. Bendahara Penerima, merupakan pejabat fungsuonal yang dxtunjuk
untuk menerima, menylmpan menyetorkan menatausahakan, dan

mempertanggung;awabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
) pelaksanaan APBD pada DPPKAD



4. Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud angka 3 berwenang
dan bertugas untuk ; | i
i _a. menerima pembayaran Pajak dari Wajib Pajalk melalui
| ; mekénisme‘penyétoran tunai; ‘

b. menerima Nota Kredit dari Bank: yang ditunjuk atas setiap
Ly . ‘pembayaran Pajak dari Wajib ‘Pajak melalui mekanisme
penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah;

c. menerima Register SSPD dari Bank yang ditunjuk atas
, o pemb'a.yararll‘ Péjak da_ri‘Wajib Pajak melalui mekanisme
| i “ { peny"e,tora-'d ke rekehing penerimaén'kas daerah;
SR . -r.wenyiapkaﬁ Register SSPD atas pémbayaran Pajak dari Waijib
| " ‘ Pajak"yang-meiaiui mekanisme tuna';' ke Bendahara Penerima;

e. mencatat penerimaan Péjak dalam Buku Penerimaan dan
Penyetoran;

f. menyiapkan Register STS; dan 3
- g. mendapatkan SSPD lembar 3 dari Bank yang ditunjuk/ Wajib

‘, Pzjak. L '

4. Fungsi Pembukuan dan Pe!e{boran di DPPKAD, merupakan pihak -
yang bértugas untuk menyiapkan - Laporan Realisasi PAD
berdasarkan dokume'n-d(')knrrjén yang -diterima dari Bank vyang
ditunjuk/ Bendahara Penerima.’ £

9.

Petugas 'yang melaksanakan Fungsi ‘_Pembuk.uan dan Pelaporan

sebagairﬁana dimaksud angka 5 berwe:'n'ang dan bertugas untuk :

a. meneri_rpa_ SSPD lembar 4 dari Bank!iBendahara Penerima;

b. menerirha Register SSPD dari Benda_ﬁara Per"lerima;

c. menerima Register STS_dari Behdah’é}ca Penerima: ; ,

! d. menerima Buku Penerimaén dan F"enyetoran dari Bendahara
| Peneri‘h}a; dan

e. meny'iapkah' Laporan Realisasi PAD.

Langkah-Langkah Teknis

a. Pelaporan Pajak vang diterirna melalui Bank yarig Ditunjuk
1. berdasarkan Tata Cara sebelumnya, ‘Bank yang Ditunjuk

~ mengarsip SSPD lembai -3 dan' SSPD Lembar 4 atas setiap




penenmaan pembayaran Pajak darl Wajlb Pajak yang melalui
, mekdnlsm° penyetoran ke rekenlng penenmaan Kas Daerah.

2. ‘berd.asarkan SSPD lembar 3 dan Igmbar 4,/ Bank yang ditunjuk
menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD atas
setiab, penerimaan pembayaran ngak dari’ Wajib Pajak. Bank
yan'g"r..'iitunjuk mengarsip SSPD Iembar 3.

3. Bank yang ditunjuk kamudian ményerahl{én Nota Kredit ke .
Bendéhara Penerima atas setiap pener;"'naan pembayaran
Pajak rrelalun rekening penerlmaan Kas Daerah .

4. Bendahara Penerima rmenerima Nota Kredlt dari Bank yang
d|tun1uk. Bendahara Penerima kemudian mc_ancatat, penerimaan
Pajak ke B."uku Penerimaan dan Peny“étoran'. Bendahara
Pené,rima juga mencatat pénerimaé‘n Pajala"_ ke dalam Register -

' STS. | ;

5. Bank 'ya~ng ditunjuk sécara beriodik men)?ampaikan ‘Register
SSPD yang dllampln dengan SSPD lembar 4 ke Fungsi
'Pembukuan dan Pelaporan

6. 'Fungsn Pemibukuan dan Pe|aporan menerima Register SSPD
yang dilampiri _dengan SSPD lembar 4.

b. Pélaporan. Pajak yahg diterima melalui Bendaha‘ra Penerima

1. berdasarkén Tata Cara sebelumnya Bendahara Penerima
mengarsnp SSPD lembar 3 dan‘lembar 4 atas setiap penenmaan

' pembayaran Pa]ak darl Wajlb Pajak secara tunai mielalui
Bendahara, Penerima.

~

2. berdééafkan SSPD I'efnbar 3 dan lembar 4, Behdahara

penerima mencatat penerimaan Pajak dalam Buku Penerimaan
dan. Penyetoran '

3. Bendahara Penerima. sebagalmana dimaksud. anoka 2
mencatat oSPD ke dalam Reglster SSPD.

juga

4, Bendahara Penerima . , sebagalmana dlmaksud angka 2
mengtarsm SSPD lembar 3 : X

: - 5. secara penodlk Bendahara Penenma menyampaikan Register

L SSPD yang dilampiri dengan 'SSPD lembar 4, Buku Penerimaan.

" dan’ f"enyétoran, besefta Register sTS kepada Fungsi
Pembukuan dan Pelaporan.



6. Fungsr Pembukuan dan Pelaporan menerima Reglster SSPD

yang dllampm dengan SSPD lembar 4, Buku Penerimaan dan
Penyetor.an, beserta Register STb._ _

c. Pelaporan R_e'alisasi PAD .

1. Fungsi Pembukuan dan’ Peiaporaﬁ menerima dokumen berupa
Register SSPD, SSPD ' lembar ;4 Buku Penerimaan dan
Penyetoran Register STS, dan Laporan Penerbitan Pajak.

2. berdasarkan dokumen-dokumen sebagalmana dimaksud angka

; 1 Fungsu Pembukuan dan Pelaporan menyusun Laporan
Realisasi PAD. '

e. Penaglhan Pajak .

Penetapan STPD merupakan proses yang dilakukan Fungsi
'Pelayanan dalam menetapkan taglhan Pajak terutang yang
fdisebabkar;"' karena Pajak terutang menurut SSPD, tidak/kurang
‘dibayar, wajib pajak dikenak'an sanksi .':‘_adminisiratif berupa bunga

" dan/-atau denda

Penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan
-Fungsn Pelayanan dalam menmdaklanjutl Wajlb ‘Pajak yang belum

. ‘melunas1 Pajak terutang hlngga pada saatqatuh tempo

- Pihak T Terkalﬁ

1 Waijib Pajak merupakan pihalk yang. mem|||k| kewapban membayar
Pa'ak terutanq berdasarkan STPD.
2. Wajib Pajak sebagalmana dlmaksud angka 1 dapat menerima

~ Surat Teguran apabila pada saat jatuh Iempo belum melunasn Pajak
terutang, .

3. FunQSI Pelayanan merupakan plhak yang berwenang dan bertugas

‘ untuk :
T meinenksa SSPD
b. n%’e’r*\““rbnman STPD .

Langkah-langkah Tekms
'a Penetapan STPD

1. berdasarkan _Tata Cara pembayaran Pa;ak sebelumnya .

Fungs: Penaglhan menerima fOtOCOpl Iembar .2 dari fungsi
pelayanan yang telah cibayarkan oleh Wajlb Pa;ak.

4 .
R -a..:«.u.ﬁ



2. Furigsi- Penagihan sebagaimé‘ﬁa dir:":\al;sud angka 1,

memeriksa setiap SSPD teruténg‘t yang 1:i_dak/kurang' dibayar,
wajib pajak dikenakar: sanksi adrfn‘:inistratif berupa bunga dan/
atau’denda.

| 3. terhadap SSPD terutang yang tldaklkurang dibayar, dan kena

'bunga/dendd Fungsi Penagihan menerbltl\an Daftar SSPD
Pajak yang hdaklkurang dlbayar Wajlb pajak dikenakan sanksi
administratif berupa bunga dan/ atau denda

4. Fungsi Penaguhan sébagaimana dimaksud angka 3 mengarsip

.daftar tersebut

5. Fungsi. Penagihan menerb1tkan STPD berdasarkan Daftar

. SSPD yang tudak/kurang dibayar wapb pajak dukenakan sanksi
admmls’tratlf berupa bunga dan/ atau denda

6. Fungsn Penaglhan mengarsm fotocopu STPD lembar 2.
7. Fungsu Penaglhan mengmmkan STPD (lembar ) kepada Waijib

Pa;ak

8. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD atas setiap

STPD yang telah dikirimkan kepadaiWajib Pajdk
9. Wa]lb Pajak menerima STPD dan membayarkan Pajak terutang
sesual dengan Tata (‘ara pembayaran Pajak.

‘ Penérbitan Surai ‘Teguran

1

‘berdasarkan -* Tata Cara penetapan STPD Fungsi Penagihan
menyimpan daftar STPD -

Dengan menggunakan dafta}r. STPD 'sébagaimana dimakéUd angka

1, Fungsi P‘énagihan memantau surat keietapan Pajak yang akan -

mendekati jatuh tempo.

selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo Fungsi Penagihan

. menghutiungl ldan.melakuka'n pendekatan persuasif kepada Wajib

Pajak égar melunasi Pajak yang méqih {erutang

Pendekatan persuasif sebagaimana dlmaksud angka 3, mellputl
a. Menghubungl wajid pajak melalui telepon

b. Mengmmkan Surat Pemberltahuan dan Hlmbauaﬂ

setelah 7 (tujuh) hari sejak Jatum tempo atas. permmtaan .

-p.en.un.daan gta.u pembayaran pajak -secara - mengangsur oleh



Wajlb Pajak yang dlSetU]U| maké : -Fungsi Penagihan terus

_melakukan pendekatan persuasnf Kepada Waijib Pajak agar

melunasi Pajak yang masih terutang. - _
setelah ' 7, (tu;uh) hari sejak jatuh tempo atas permmtaan

penundaan,atau _pembayar,an pajak‘ _secara mengangsur oleh

Wajib Pajak yang tidak disetujui, ‘maka ‘Fungsi Penagihan

menerb.i"tkan Surat Teguran (rangkap 2)

7. fungsi Penagihan mengarsi’p Surat Teg'lllran (Ierhbar 2).
‘8. fungsi Penaglhan menglnmkan Surat Teguran (lembar 1) kepada
© . Waijib Pajak. - '
9.

Wajlb Pajak menerima Surat Teguran.’ '

10.Fungsi Penaglhan memperbaharm Daftar Surat Teguran -atas

. setiap %rat Teguran yang dikirimkan kepada Wajnb Pajak.

1

Setelah proces penerbitan ‘Surat Teguran sebagalmana dimaksud

angka 10 Bupatl menetapkan mengenal Ta_ta Cara penerbitan
berupa: . ‘

a. Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah Jatuh tempo; -

b. Sura: Penyltaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo;

‘c. Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan .

surat ketetapan Pajak oleh-Waijib Pa)ak

d. _Surat Keputusan Keberatan atas ! pengajugn keberatan surat
ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak; -

. e. Surat Keputusan Bandlng atas _pe‘ngaju_;an banding surat

kete’éapan Pajak oleh Waijib Pajak;

Y

H. TATA CARA PEMBERIAN PENGURA'\IGAN PAJAK

1.. Atas permohonan Wajlb Pajak, dapat dxbenkan pengurangan Pajak

_dalam hal digunakan untuk kepentmgan sosml atau pendldlkan yang
semata-mata tidak untuk mencari keuntungan yaltu kepada

. panti- asuhan : panti Jompo rumah yatlm platu dan sejemsnya
- sebesar 75% (tU]Uh puluh I|ma persen): dan pajak yang terutang

.- sekolah yang adak dltu1ukan mencari keuntungan dan sejenlsnya _
o ‘sebesar 50%'(lima puluh persen), dari p_ajak yang .terutang



: Apabila dalam waktu, sebagaimana dimaksud angka 5 telah lewat dan
" Kepala DPPKAD tidak memberikan suatu keputusan permohonan

pengurangan Pajak yang dn;ukan dlanggap dlkabulkan serta Kepala

- DPPKAD - ‘harus " menerbitkan keputusan atas permohonan
:pengurangan Pajak yang dlajukan Wajlb Pajak yang isinya
- mengabulkan permohonan

Plhak Terkait -

1. Wajib Pajak merupakan plhak yang menga}ukan permohonan
: pengurangan atas Pajak - terutang menurut surat ketetapan Pajak
- yang telah dlterbltkan sebelumnya

2. -Fungsi Pelayancm merupakan pihak yang berwenang dan bertugas
| s untuk '

‘-

- a. menerlma menelaah dan .memeriksa permohonan pengajuan
_pengurangan Pajak o ' :

'b. menerbitkari Tanda Terima Pengajuan F’enguré;‘nga’n Pajak -

C. mengalukan data terkait objek pajak kepada Fungs1 Pengolahan
Data dan !nformasu . ' .

-d. menerbitkan Benta Acara Pemenksaan dan

.e. menerbltkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan Pajak atau '
Surat Keputuaan Penouranqan Pajak. .

3. Fungsi Pengolahan. Data dan Informasi, merupakan pihak yang
| berwenang'dan bértuga° untuk :
-_ a. menyimpan dan mengelola database terkant objek pajak, dan

b. menyedlakan data terkalt objek pajak kepada Fungsi Pelayanan

Lahqkah-langkah Teknis

1. Wajib Pajak mengirimkan Surat Penga]uan Pengurangan Pajak yang
- dilampiri dengan-dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan
Salinan SKED kepada Fungsi Pelayanan. _

2. Fungsi Pell'ayan’an -menerirﬁa' dokumen . pengajuan pengurangan
Pajak. ) ' '

3. !Fungsi Peiayanan sebagalmana dlmaksud angka 2 memberikan
.Tanda Terima Pengajuan Pengurangan Pa]ak kepada Wajnb Pajak.

. 4. Fungsi Peléyanan. mengarsip dokumen pengajuan pengurangan.



oo

. Berdasarican .dokumen sebéQaimana di.i'naksud angka 4, Fungsi
~ Pelayanan mengajukan _permintaan data kepada Fungsi Data dan

++ " Informasi terkait'. objek .pajak deAngan meny'{iapkan Formulir Pengajuan

Data.

. Fungsi Péiayahan'sebagairr{aria angka,. 5, mengirimkan Formulir
. Pengajuan Data' kepada Fungsi Pengolahan Data dan Inform.asi
Fungsi Pengolahan Data dan lnformas& setelah menerima Formulir
\- . Pengajuan, Data sebagalmana angka 8, selanjutnya menank data
" terkait Objek Pajak darl Databaee Objek Pajak.

. Fungsi Pengolahan- Data dan lnformasu mengisikan Formuhr
Pengajuan Data dengan data terkait ObJek Pajak

. Fungsi Pengolahan Data. dan Informasx mengirimkan Formulir
. Pengajuan Data yang telah terisi kepada Fungsi Pelayanan.

1,0'.FUngsi Pélayanén menelaah dan memerik'sa pengajuan pengurangan

1

Pajak berdasarkan data objek pajak yang' telah diterima, selanjutnya
pemerlksaan dilakukan atas kosesualan antara pengajuan yang
* diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Bupati ini:
Fun95| Pelayanan menylapken Berita Acara Pemeriksaan dan Surat -
Penolakan Pengajuan Pengurangan Pa;ak (apdblla dltolak) atau,
- Surat Keputusan Pengurangan Pajak (apablla dlse*uwl)

1z Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemermsaan

' 13 FunQSI Pelayanan mengmml\an Surat Penolakan

Pengajuan
Pengurangan Pajak (apabila: dltolak) atau ~Surat- Keputusan
Pengurangan Pajak (apabula dusetujun) kepada Wapb Pajak ~

‘ 14 Wajib- F’ajak menerima  surat ketetapan Pajak dan melakukan

pembayaran sesual dengan Tata Cara pembayaran Pajak

TATA CARA PENGAJUAN DAN F’ENYELESAlA’\l PERMOHONAN

PENGURANGAN ‘ATAU PENGHAPUSAN SANKb! ADMINISTRASI
PAJAK, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SKPD ATAU.
STPD PAJAK. YANG TIDAK BENAR

1. Bupati karéna jabatan atau atas permohonan Wajtb Pajak dapat :

f a. mengurang_kan atau mengh‘apuskan_ sanksi qdmlmstratlf berupa

bunga,‘-'-,der-ida,. dan kenaikan pajak yahg'.j terutang menurut

peraturan- perundang-undangan perp._éjaka'n"'daérah., dalam hal



sanksi tersebut dikenakan karena kekhulafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya

b. mengurangkan atau membata_lkan SKPD, .‘. atau STPD, atau
SKPDLB yang tidak benar;

c. membatalkan hasil pemenksaan atau ketetapan pajak yang
' dnlaksan,akan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang

ditentukan: dar,

d. mengmangkan ketetapan  pajak terufang berdasarkan

pertlmbangan kemampuan membayar Wajlb Pajak atau kondisi

tertentu objek pajak. "

. Unfuk ,men'dukung permochonan pengUrangan fafau penghapusan

sanksi administrast, bermohonan dimaksud dilar'n.;'airivdehgan :
‘otokopi |den’utas Waijib Pajak dan fotokopl :dentltas kuasa Wajib

- Pajak dalam hal dlkuasakan , ,

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi
administrasi dlkenakan karena kekhllafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahian Wajib Pajak;

. c. dokumen pendukung lainnya. :

. Untuk mendukung permohonan pengurangan SKPD, SKPDLB, atau .

, STPD permohonan dimaksud dilampiri dengan :

i' g. fotokop| identitas Wapb Pajak dan fotokopl identitas kuasa Wajlb

Pajak dalam hal dlkuaeakan ‘

b 'dokumr-*n pendukung yang: dapat menunjukkan bahwa SKPD,

SKPDLB atau STPD tersebut txdak benar ' -

_ c. dokurnen pendukung Iamnya ' ,

. Pc-,rmohonan V\/ajlb Pajak sebagalmcma dimaksud dalam angka 1

! diajukan kepada Bupatl dan d|:>ampa|kan melalm Kepala DPPKAD :

© a. secara langsung; atau '

s b melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

.'_- Atas penyémp}aian permohonan WajibtP'éjak sebagaimana dimaksud

arigi(a4 huruf a diberikan tanda bukti pen:erimaan surat.

. Bukti perigirima,n surat sebagairﬁana dimaksud ahgka 4 huruf b

. merupakan-bukti penerimaan surat pe'rmorhonanA Wajib Pajak.

. Bupati - .membeﬁkan keputusan atas permohbnan Waijib  Pajak

.. sebagaimana dimaksud angké 1 berdasarkan. hasil penelitian di



kantor, dan apabila diperlhkén dapat dilanjutkan dengan pene}itian di

'~ lapangan. = '

8 Penelitian’ sebagalmana dlmaksud angka 7 dilakukan berdasarkan
. surat tugas dan hasilnya dutuangkan dalam laporan hasil penelitian.
," Dalam hal ‘ditakukan’ peﬁeliti’an di lapangan, pejabat serendah-
. ehdahr'aya: setingkat Eselon N terlebik dahUlu. memberitahukan

-secara tertulis waktu pelaksanaan penehtlan d| lapangan kepada

N : ‘Wajlb Pajak atau kuasanya.

9. Bupati dalam jangka waktu péli;ng lama 6 (enamj bulan sejak tanggal
""'bukti penerirnaan- surét permdhonén' Wajib Péja_k harus memberi
© suatu keputusan atas permohonan Waijib Pajak -
10. Keputusan Bupatl atas permohonan pengurangan atau penghapusan
" sanksi admnmstrasn dapat berupa mengabulkan sebaglan atau
._ seluruhnya, atau menolak permohonan Waijib Pajak.
~ 11.Keputusan ,Bup':ati atas Aper'r'nohonan pengurangan SKPD, SKPDLB,
: atau STPD dapat berupa mengabulkan seb'agié'.n atau seluruhnya,
" atal menolak permohonan Wajib Pajak.
1? Keputusan Bupati “atas permohonan pembatalan SKPD, SKPDLB,

. ‘atau STPD. dapat berupa mengabulkan atau m'-‘-nolak permohonan

. Wajib Pajak ‘ "

13, Apabila Jangka waktu sebagaimana dlmaksud angka 9 telah
terlampaun dan: Bupatu tidak memberi suatu keputusan permohonan -
yang dlajukan duanggap dlkabulkan -

" J. TATA CARA PENC‘ AJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK

1. Keberatan dapat diajukan oleh Wajlb Pajak atas suatu
- a. SKPD; - '

b SKPDLS;, o
C. Pemotdﬁgan"atéu' pemungu'tan oleh Pihak lj(efiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang -undangan perpa]akan Daerah.
2. Keberatan dlalukan secara tertulis kepada kepala DPPKAD dalam
. Bahasa lnglonesna dengan mengemukakan Jl@mlah pajak yang
. terutang menurut perhitungan Waj.ib Pajak dénéan disertai alasan-
. ala'"s_an yaﬁg je_ias dan melafir;pirkan:
% - a. fotokopi SSFD;



- b. ‘asli SKPD/SKPDLB
C. fotokopl NPWPD
Cd. fotokopi KTPISIM/PasporIKartu Keluarga/ndenﬁtas lainnya.

.. Keberatan harus dlajukan dalam jangka waktu pa.mg lama 3 (tlga)

bulan sejak tanggal dlterlmanya Surat Ketetapan oleh Wajib Pajak,
' kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
. itu tidak ‘dapa.t‘ dipenuhi kareria keadaan di luar kei:kuasannya.

. Keberatan dapat diajqkan apabila wajib pajak telah membayar péling

- sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak -'

;- Keberatan yang tidak memenuni persyaratan sebagaimana dimaksud

'. angka 1,-2, 3 dan 4 tidak dianggap sebagai Surat Keberatan
" sehingga fidaic . dipertimbangkan, dan Kepala DPPKAD
. memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

~ Kepala DPPKAD waijib memberikan keterangan secara tertulis hal-

. hal yang menjadi dasar pellgénaan pajak apabila diminta oleh Wajib

. Pajak untuk keperluan pengaj_u;z,n keberatan.

~ Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan

pelaksanaan penagihan pajak.

. Kepala DPPKAD setelah meneﬁma pengajuan keberatan dari Wajib

* Pajak memberikaa tanda terima.

_ Tanda Terima $Urat Keberatan yang diberikan oleh Kepala DPPKAD

'_ atau tanda perglnman Surat .Keberatan melalui pos tercatat dan

g sejemsnya, merupakan tanda . bukti penerimaan Sural Keberatan
" tersebut bagl kepentmgan Wajip Pajak. -

10.

. Atds pengajuan keberatan Wajlb Pajak Kepala DPPKAD melakukan

! pemerlksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam benta acara

' hasil pemenksaan
11,

Kepala DPPKAD atau Bup'm sesuai dengan kewenangannya harus

. membenkan keputusan atas ‘pengajuan keberatan dalam jangka

~ waktu- palmg lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya

G2

Surat Keberataq v

Sebelum surat keputﬁsaﬁ ‘diterBitkan Wajlb Pajak dapat

' menyampcukan alasan tambahan atau penjelasan tertuhs
13.,,

Keputusar_r seb_agalmana dimaksud angka 11 dapat berupa.

-'a. mengabulkan seluruhnya;



N b, mengabulkan sebaglan
C. menolak atau
d. menambah besarnya jumiah pajak yang terutang
14 Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud angka 12 telah lewat
dan Kepala DPPKAD tidak memberi suatu keputusan, maka
keberatan yang diajukan tersebut dlanggap dikabulkan.
- 15. Apabila Wajib. P,éja’;k' yang b’ersangkutén tidak sependapat dengan
L . surat kepuius'an ‘yang diterbitkan oleh Kepala DPPKAD dapat

- mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesalan
Sengketa Pajak :

K TATA CARA PEMBETULAN N:SALAHAN TULIS, KESAI_AHAN HITUNG,

| DAN/ ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN
1. Atas dasar permohonan Waiib. Pajak atau secara jabatan, pem’betﬁlan
kesalahan tulls kesalahan hitung, danfatau kekeliruan penerapan’

Petentuan tertentu dapat dilakukan terhadap surat keputusan -atau surat
ketetapan mellpun

.a. SKPDLB;
b. STPD; ! N |
c. S(jrat Ketetapah P'emberian Pengurangan Pajak;
‘ d Surat Ketetapan Pembetulan
e. Surat l\etetapan Keberatan; . ‘
f. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
Q'.Surat'- -Kepuiuéan Pengurahgan .Sanksi Administraéi; Surat
- Keputusqn Penghapusan Sank3| AdmlmstraSI Surat  Keputusan
) Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak
2. Pembetulan .sebagalmana dimaksud angka 1 mellputl pembetulan atas
kesalahan atau kekellruan yang bersifat manu31aw1 yang tidak
mengandung pnrsengketaan antara ﬁskus dan Wapb Pajak yaitu :
' oA kesalahan tulas antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak,
. " 'nama Wajlb Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek deak nomor

surat keputtisan atau surat ’ ketetapan, Tahun Pajak, dan/atau
'tanggal jatuh tempo pembayaran



3.

4

b. kesalahan hitu‘rig, antara Iéih késalahan penjumlahan, pengurangan,
perkalian, Qan/atau perrgbagnan suatu bilangan, dan/atau

, c. }kekehru«:n penerapan ketentuan tertentu dalam Perda Pajak, antara

lain kekellruan dalam penerapan tarif, kekeltruan penerapan volume

.penggundan -air tanah, harga dasar air, mlau perolehan air,
'kekellruan_pengenaan Pajalg, dan kekeliruan: penerapan sanksi
admlnlstra3| o ‘ | .'

Pen'nohonan pembetulan hanya dapat dlajukan oleh Wa]lb Pajak atau
kuasanya secara perseorangan :

Permohonan pembetulan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. setlap pemohonan hanya dapat dlajukan untuk 1 (satu) surat
keputusan atsu surat ketetapan 3 :

b'-.. dlajukan secara tertulis dalam bahasa Indone3|a disertai alasan
| yang mendukung permohonannya - '

diajukan kepada pejabat; dan o

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib F‘ajak ‘dan dalam hai

. surat, permohonan dltandatangam oleh bukan: Wajlb Pajak harus
»dxlamplrl dengan surat kuasa.

’ Tanggal penerlma_dn surat yang dijadikan dasar'uniﬁk m'em.pfosés’surat

pembetulan - tidak - dlpertlmbangkan Kepala DPPKAD

'b. tanggal ’stefnpel pbs tércétat, dalam hal

. Kepala DPPKAD harus memben

permohonan adalahi : - S
a. tanggal 'ter‘ima surat Wajib Pajak, dalam hal His’ampaikan'secara
"~ langsung oleh Wajlb Pajak pada petugas yanq datun)uk DPPKAD
atau
':surat permghonan
disampaikan melalui pos tercatat. '
Permohonan pembetulan yéng tidak menien'uhi persyaratan
éebaqairﬁana dimaksud angka 4 dianggap bukan sebagai surat

permohonan sehlngga tidak dlpertlmbangkan Dalam hal permohonan

harus
memberltahukan secara tertulis kepada Waijib Pajak atau kuasanya.

keputusan atas permohonan

-pembetulan dalam jangka waktu pahng lama 6 (enam) bulan sejak

tanggal surat permohonan pembetulan diterima. Apabila jangka waktu -

- tersebut telah terlarnpaun, tetapi Kepala DP.PKAD*tidak memberi suatu

o keputusan},‘.pq_armb-honan-pemb'etulén dianggap dikabulkan, dan Kepalé'



DPPKA[j wéjib 'menerbitkan surat keputusan 'pembetulén sesuai

dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (Satu) bulan terhitung

- sejak berakhlrnya jangka waktu 6 (enam) bulan.

Keputusan sebagalmana dlmaksud pada angka 6 dapat berupa
menambahkan mengurangkan atau menghapuakan Pajak yang
terutang, - atau sanksr administrasi, memperbaukn kesalahan dan
kekeliruan Iatnnya atau menolak permohonan Wajlb ‘Pajak.

. Dalam hal tldak aca permohonan oleh Wajib Pajak tetapl diketahui oieh

Kepala DPPKAD telah terjadl kesalahan tulis, ' kesalahan hitung,

" dan/atau kekellruan penerapan ketentuan tertentu dalam Perda Pajak

atas surat keputusan atau surat ketetapan yang dlterbltkannya Kepala

DPPKAD harus meneroltkan surat keputusan Lntuk membetulkan

kesalahan atdu kekeliruan tersebut secara jabatan. -

Apabila keputusan sebagalm'\na dimaksud angka 6 masih terdapat'
kesalahan tulis, kesalahan hltung, dan/atau kekeluruan penerapan
ketentuan - tertentu dalam Perda Pajak, Kepala DPPKAD dapat

melakukan pembetulan lagi, baik se'caré jabéj‘can maupun atas .
permohonan Wajlb Pajak. '

~ 10.Permohonan pembetulan sebagatmana dlmaksud pada angka 9 harus

memenuhl persyaratan sebagaimana dimaksud angka 4

L PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

1.

i

Keleblhan pembayaran Pajak terjadl apabila :

Pajak yang dlbayar ‘ternyata lebih besar dari yang seharusnya
' terutang. ' .
b. Dllakukan pembayaran Pajak yang tldak seharusnya terutang. ]
Untuk memperoleh pengembahan kelebihan pembayaran Pajak, Wajib

Pajak menga;ukan permohomn secara tertulis dalam Bahasa Indoresia

o yang jelas kepada Bupatt u.p. Kepala DPPKAD

|anda penerlmaan “surat permohonan yang diberikan cleh pejabat'
DPPKAD vang dltun]uk untuk itu atau tanda pengiriman .surat

“ permohonan me—lafm pos tercatat menjada tanda bukti penenmaan surat '

permohonan

| . ' ¢
]



. 4. _ke:étqihan_;pgfnbayéran Pajak yér]g masih tersisa dikembalikan datam
'angk;a wékti:b 2. (dua) bulaﬁ .apabila sudah teréedia dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan, sejak:

A dlterbxtkannya -SKPDIB Pa;ak hasil pemeriksaan Kepala DPPKAD

| atau o ,
b. diterimanyé : c;ermohonan pengemb_alian kelebiﬁan pembayaran
" Pajak sehubﬁhgan d=ngan surat keputusan lain yang menyebabkan
, ,timbulnya kelebihan pembay'ar'ari Pajak.

5. Kelebihan pembayaran Pajak yang masih tersisa dlkembahkan oleh
Kepala DPPKAD atas nama Bupati dengan menerbltkan Surat
Heputusan Pengemballan Kelebihan Pembayaran (SKPKP) Pajak,
‘berdasarkan SKPDLB atau surat keputusan lain yang menyebabkan

L tlmbulnya ke!eblhan pembayaran Pajak. .

6. Pengemballan- sebagaimana d'lmaksud angka 5 dilakukan déngan

'menerbitkan ISurat Perintah Membayar Kelebihan (SPMK) Pajak
. QPMK Pajak - dlbebankan pada mata anggaran pengembalian .
pendapatan pajak-tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran
yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penenmaan semula.

' Dalam rangka menmgkatkan pelayanan kepada V\Iajlb Pajak, SKPKP .

Pajak beserta SPMK Pajak wajib disampaikan secara langsung oleh
petugas yang d|tunjuk oleh Kepala DPPKAD atau melalui pos paling

'Iambat 2 (dua) hari kerja seb*—*lum jangka walftu 2 (dua) bulan

'sebagalmaha dlmaksud dalam angka 4.

.9. SPMK Pajak dlbuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukarl sebagai
)
4 berikut: -

a Lembar ke-1 untuk Wajub Pajak yang bersangkutan
b Lembar ke-2 untuk DPPKAD yang menerbitkan SPMK Pajak.
10 Kepala DPPKAD atas nama- Bupatl menerbltkdn Suiat Perintah

. Pencairan D'\na (SPZD) paling Iambat 1 (bulan) han kerja sejak SPMK
. !;' Pajak diterima ’

[}
3

. Kepala DPPKAD menyampalkan soecnmen tanda tangan pejabat yang

e d|b_en wewehang untuk menandatangann SKPKP_ ‘Pajak dan SPMK

" Pajak kepada Bank yang ditunjuk untuk menerima Pgajak.
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dengan membawa buku catatan, danlatau dokumen yang diperlukan
oleh Pemenksa '

13. Dalam hal buku catatan, dan/atau dokurnen sebagaimana dimaksud
angka 12 berupa_fotokopl, ‘maka Wajib Pajak harus membuat surat

pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan
aslinya.

14.Dalam hal. diperlukan peminjéman buku, catatan,’ dan/atau dokumen

‘ atau fotokopmya kepada Waijib Pajak diberikan bulti pemmjaman yang -

di tandatangam ‘oleh Wajib Pajak/Kuasanya dan Pemeriksa/Ketua Tim
Pemenksa

15. Dalam hal Wajlb Pajak tlda« ‘memenuhi panggllan sebagaimana

]
0

dimaksud angka 11, Pemenksaan Pajak tetap dilanjutkan berdasarkan

data yang ada pada DPPKAD.

16 Dalam hal Pemerlksaan Pajak dihadiri oleh Wajlb Pajak, Pemeriksa
harus memperhhatkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak/kartu
- tanda pengenal pegawai DPPKAD dan SP2 kepada Wajlb Pajak.

7. Hasil Pemenksaan Pejak dltuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP)

~ 18.I.HP sebagatmana dnmaksud angka 17 dlgunakan untuk pembuatan

rota penghitungan Pajak sebagai dasar penerbitar
a.

SKPDLB. ap.abﬂa jumlah Pajak yang dibayar l,ernyata lebih besar

“daripada 'j_l.JmIah Pajak yang' tefutang atau dilakukan pembayaran
Pajak yarig‘ tidak seharusnya terutang; atau

‘STPD apablla pajak yang terutang tidak atau kurang~dibayar,

. terdapat . kekurangan pembayaran sebagai aklbat salah tulis

~dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi admmlstrasn berupa

 denda dan/atau bunga; atau”

Surat Keputw*an Keberatan, dalam hal Pemef'iksaan Pajak yang

. dilakukan’ merupakan baglan darl proses penyelesalan keberatan
- Wajib Pajak.

19 Dalam hal Pemenksaan Pajak dilakukan hanya dengan Pemerlksaan

- Kantor, Jangka waktu Pemenksaan adalah pahng !ama 2 (dua) bulan

- yang dihitung $ejak tanggal SP2 sampai dengan tangga| LHP.
20.Dalam hal Pemeriksaan Pajak ditakukan dengan Pemeriksaan Kantor
:dan dilanjutkan:: .dengan Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu



3 Pemeriks'aéhdi’perpanjang rﬁcnjaai paling lama 4" (empat) bulan yang
~ dihitung sejak tar'ggal SP2 sampai dengan tanggal LHP.
21.Pemeriksaan Pa]ak diselesaikan dengan memperhatlkan jatuh tempo

pembenan keputusan atas permohonan pengernbalxan kelebihan
pembayaran Pajak atau keberatan Pajak.

N PENAGIHAN, PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA, DAN PENYITAAN

1.

Kepala DPPKAD atas naina Bupati ‘menerbitkan Surat Paksa setelah

lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran, Surat
Penngatan dan surat lain yang sejenis '

2 Pajak yang terutang berdasarkan SKPD STPD Surat l\eputusan

Pembetu|an Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang

13

tidak atau kurang dnbayar oleh. Wajub Pajak pada waktunya dapat ditagih

dengan Surat. Paksa

3. 'Apabula Pajak yang harus dibayaf‘ tidak dilunasi dalam jangka wakiu 2

- permintaan pen.etgpan, tanggal pelelangan kepada  Kantor. Lelang ‘

'(dua)' kali 24‘.(dua pulp,h' embét)_‘jam sesudah tanggal pemberitahuan .’

Surat Paksa diterirﬁa Wajib Pajak, Kepala DPPKAD atas nama Bupati
segera menerbitkén Surat Periritah Melaksanakan Penyitaa'n

Setelah lewat 10 (sepuluh) han sejak tanggal- pelaksanaan, Surat

.Perintah Melaksanakan Penyitaan Wajlb Pajak belum juga melunasi

Utang Pajak Kepala DPPKAD . atas nama Bupati mengajukan

Negara.:

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

. 1. Wajib Pajak dengan alasan tertentu dapat mengajukan keringanan dan

.'pembebasan’ Pajak : : '

2. Kepala DPPKAD atas nama Bupatl berdasarkan permohonan Wajib

.Pajak dapat memberikan, kennganan dan pembebasan Pajak.

"3 ,Kennganan paja.< dapat dnberikan maksimal 3 ttiga) kali angsuran

dalam 2 (dua) bulan. tanpa denda terhadap Wajlb pajak prlbadl atau
‘ .badan yang mengg_lamx kepailitan dalam usahanya.l

4, 'Pémb’ebasén pajak dapat diberikan terhadap wajib pajak atau badan

‘yang mengalamn bencana alam, krisis ekonorm dan bencana lainnya -

yang sejenls



. Tata cara pemberian keringé‘nén dan pembebasan Pajak sebagaimana

dimaksud pada angka 1, wajib pajak atau kuasanya atau ahli warisnya

mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

 dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan buktl-buktl yang akurat

kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD. ,

. Petugas DPPKAD ~mencata\t Surat Pengajuan Permohonan
. sebagéim‘ana 'dimaksud angka 5 yang diserahkan oleh Wajib Pajak

atau kuasanya atau ahli warisnya dalam Daftar Age,nda' Pengajuan
Surat Permohonan. ' '

. Képéla DPPKAD atas nama Bupati setelah menerima Surat Pengajuan

Permohonan dalam waktu 3 (tiga) l';?ulan sejak tanggal pefmohonén

harus memberikan képl_:tusan yang 'dapat " berupa .mener'ima".

seluruhnya atau sebagién dan menolak atas permohonan -

. Apabila Kepalég DPPKAD atas nama Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan
~sebagaimana dimaksud an’gka 7 tidak memberikan Keputusan, maka

- Surat Pengéjuan Permohonan tersebut dianggap diterima.

Dr.Hj.RINA IRIAN: Sk TNANINGSIH; M.Hum.



B. FORMAT'SSPD'

'PEMERlNTAH KABUPATEN KARANGANYAR
'DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

SSPD

| DAN ASET DAERAH SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
" J1: K.H, WachidHasyim No. 2 Telp (0271) 495066 (SURATSETORAR PAA A
Fax. (0271) 6491366 Karanganyar 67713 L A
Néma .........................................
’ 'Alamal .........................................
NPWPD - I rrririrtet

Menyetorberdasarkan *) =0 SKPD " O STPD 7] Lain-lain -
- [ skPDT .~ [ spTPD
r (] SKPDKB - [ SK Pembetulan
. (] SKPDXBT [ SK Keberatari
*: MasaPajak : .......... . Tahun: .......... No.Urut: ......... N
NS . rAyat . JenisPajak ﬁaemh Jumlah
, . . ce Rp.
: : ;
: } JumlahSetoran?ajak
D'engianhurilf S
' )
. RuanguntukTerdan .. Diterimaoleh, . ... e, s e ... Tahun ....
Kas Register/TandaTangan ' PetugasTempatPembayaran
" PetugasPenerima Penyetor
| ' ‘ ~ Tanggal
.:]‘anda'l‘ungan :
i . ) .Nama'Te'rang ' Coeneeeee e )
P
'
i
'
ll l Ll
‘ ]
i




FORMAT STPD

EMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | STPD
)INAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN ‘No. Urut
: (Surat Tagihan Pajak Daerah) 0.

D s o 02 MasaPajok ¢ L
I. KH. Wichid Hasyim Ne. 2 Telp. (0271) 495066 Tal : -
‘ax (0271) 6491366 Karanganyar 57713 | Tahun onreines
lama [

Alamat = i

' NPWPD DD[IIH O O

T&lJatuh Tempo R T

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2010 telah dilakukan penelitian
dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak : [ P11 1
. Nama Pajak -

.......................................................

" Dari penehtnan dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghltungan jumlah yang masih harus dibayar
ladalah sebagai berikut :

1. Pajak yang kurang dibayar Rp
2. Sanksi Admxmstrasl
' a Bunga ‘ - . Rp
"b. Denda ' ' Rp.
3. Jumlahyangmasnhharusdlbayar (1+2) . Rp
enganHuruf :
ERHAILM' \ ' ‘
Har"p penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank ...................... ) dengan menggunakan
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) : ,

\\

Apabila STPD ini diterima dikenakan- sanksi administrasi berupa bungzi sebesar 2% per bulan.

[

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah KabupatenKaranganyar

NIP.

e : GuntingDisini
4T .

..........................

................................................
------------------------------------------------
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